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KATA PENGANTAR
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hadapan pembaca, Shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad Shallallahu
‘alaihi wasallam beserta keluarganya dan para sahabatnya radhiallohu
anhum ajama’in, berkat perjuangan beliau kita dapat menikmati Agama
Islam dan ilmu pengetahuan seperti saat ini.

Book chapter ini sudah tersusun pada Januari 2021 akan tetapi dengan
banyak hal penerbitan buku ini tertunda. Book chapter disusun oleh sejumlah
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Pendidikan”.
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pembahasan, diantaranya:

Bab 1 Standar pembiayaan pendidikan
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yang budiman.
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Penulis,
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BAB XI
Pendidikan Sebagai Human Investasi

Oleh: Fauziah Nasution, M.Psl.
Dosen Tetap UINSU Medan

A- Pendidikan Sebagai Investasi Sumber Daya Manusia.

Secara tradisional, pendidikan telah dihubungkan dengan proses
mengajar orang dengan cara membentuk pikiran dan karakter yang
diperlukannya untuk menjadikannya sebagai warga yang dapat dipekerjakan
dan dikategorikan baik. Saat ini, pendidikan telah menjadi proses seumur
hidup, semakin terhubung dengan sekolah, pembangunan manusia dan
ekonomi, dan produktivitas untuk hasil pribadi dan nasional yang
bermanfaat. Akibatnya, perluasan pendidikan telah memberikan kontribusi

yang mendasar terhadap transformasi Indonesia.

1- Sumber Daya Manusia dan Pendidikan

Tanpa menyebut pendidikan, Adam Smith di abad ke-18 berpendapat
bahwa ada jenis tenaga kerja manusia yang memiliki nilai tambah bagi
perekonomian nasional namun ada juga jenis tenaga kerja lainnya yang tidak
memberikan nilai tambah (Otteson, 2004). Pentingnya angkatan Kkerja
terhadap pertumbuhan ekonomi kemudian memunculkan ide teori tentang
human capital.

Sumber daya manusia adalah perolehan pengetahuan, keterampilan,
dan kompetensi lainnya yang memiliki nilai ekonomi, terutama di negara-
negara yang secara teknis sudah maju. Dengan berinvestasi pada rakyatnya
melalui pendidikan dan pelatihan, maka negara dapat memperbesar berbagai
pilihan yang tersedia untuk warganya, meningkatkan kesehatan dan ekonomi
mereka, serta memperluas ekonomi dan kesejahteraan nasional. Hasil
penelitian menunjukkan bahwa hampir dua pertiga dari semua nilai ekonomi
dalam ekonomi industri modern diciptakan melalui investasi langsung pada
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keterampilan dan sumber daya tenaga kerja yang aktif (Ederer, Schuller, dan
Willms, 2011). Dengan demikian, berfokus pada bagaimana suatu negara
mendidik anak bangsanya, didalamnya adalah kajian tentang investasi
ekonomi masa depan dan realita dalam pencapaian tujuan nasional.
Pendidikan meningkatkan sumber daya manusia secara akademis,
politik, dan ekonomi. Secara akademis, pendidikan memberikan pelatihan
keterampilan fungsional (seperti membaca, aritmatika, dan menulis),
keterampilan kognitif tingkat tinggi (termasuk penalaran abstrak, pemecahan
masalah, dan pemikiran kreatif), dan pengetahuan tentang topik yang
diperlukan untuk hidup kompeten di dunia modern. Secara politis,
pendidikan akan mampu membuat masyarakat untuk dapat mengembangkan
kesetiaan yang kuat pada kesatuan identitas nasional sehingga tidak mengikat
loyalitas mereka secara lebih sempit pada kelompok lokal atau
agama. Secara ekonomis, pendidikan memperluas pengetahuan,
keterampilan, dan kesadaran orang akan ide dan praktik di luar pengalaman
langsung mereka. Dengan cara ini, belajar akan membentuk individu mampu
menerima informasi segar, menciptakan "orang modern” yang memiliki
aspirasi dan sikap yang seiring dengan teknologi baru dan membuatnya lebih
mudah untuk menguasainya. Intinya semakin banyak sekolah, maka akan

semakin besar pengaruhnya (Inkeles dan Smith, 1974).

2- Penelitian tentang Pendidikan dan Sumber Daya Manusia
Pendidikan di negara berkembang mencakup dua hal. Disatu sisi,
pendidikan merupakan salah satu faktor pembangunan ekonomi, dan disisi
lain pendidikan juga sebagai hak asasi manusia. Para ahli ekonom juga telah
menganalisis bagaimana peran pendidikan terhadap pertumbuhan ekonomi
dalam berbagai cara, seperti pengembangan akuntansi tanpa sumber daya
manusia (Solow, 1956), termasuk teori pertumbuhan endogen sumber daya

manusia (Mankiw, Romer, dan Weil, 1992), dan Total Factor Produktivitas
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yang secara empiris mempertimbangkan peran pendidikan terhadap
pertumbuhan ekonomi (Krugman, 1994). Peran pendidikan dalam
pertumbuhan ekonomi juga telah dianalisis di tingkat mikro (Psacharopoulos,
1988, 1994, 2006). Apapun model yang digunakan para ahli ekonomi
tersebut, memberikan bukti kuat bahwa input yang diberikan pendidikan
tinggi dapat meningkatkan produktivitas dan menghasilkan tingkat
pertumbuhan nasional yang lebih tinggi (Wilson dan Briscoe, 2004). Bahkan
beberapa ahli ekonomi menyimpulkan bahwa ilmu pengetahuan yang
semakin maju memberikan kontribusi 23% terhadap pertumbuhan di AS
antara tahun 1950 hingga 1962 (Denison, 1967).

Selain daripada itu, pemodelan tentang pendidikan dalam
meningkatkan pertumbuhan ekonomi juga menunjukkan skala yang
bagus. Selama dekade terakhir, perkembangan dalam penelitian empiris
telah menunjukkan bahwa kualitas tenaga kerja -diukur dengan keterampilan
kognitif menggunakan instrumen prestasi internasional- secara signifikan dan
positif berhubungan dengan pertumbuhan ekonomi bangsa. Temuan tersebut
menegaskan bahwa keterampilan kognitif tenaga kerja sangat penting dalam
menghasilkan pertumbuhan ekonomi. Lebih jauh dapat dikatakan, bahwa
peningkatan keterampilan angkatan kerja yang relatif kecil bisa sangat
berdampak besar pada kesejahteraan masa depan suatu negara. Ekonomi
dengan sumber daya manusia yang lebih tinggi (seperti diukur dengan
keterampilan kognitif pekerja) memiliki tingkat inovasi yang juga lebih
tinggi (Hanushek dan Woessmann, 2010). Hal ini menunjukkan bahwa
negara yang pekerjanya memiliki sumber daya manusia yang lebih besar
akan melihat lebih banyak keuntungan dalam produktivitas di masa depan.

Sebagai contoh, Hanushek dalam bukunya "The high cost of low
educational performance” (Biaya Tinggi akibat Kinerja Pendidikan yang
Rendah) menggambarkan bagaimana meningkatkan pengetahuan kognitif

dan keterampilan peserta didk yang berarti peningkatan uang di kantong
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pekerja dan ekonomi nasional yang lebih besar (Hanushek dan Woessmann,
2010).

B- Tantangan Sumber Daya Manusia Di Indonesia

Saat menyampaikan pidato pertamanya sebagai presiden yang telah di
lantik, Presiden Joko Widodo 2019-2024 di gedung MPR RI menyampaikan
akan memprioritaskan pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM)
Indonesia pada periode kedua pemerintahannya (Kemensetneg, 2019).
Pembangunan SDM, menurut Jokowi, akan menjadi kunci bagi Indonesia
untuk menghadapi pesaing dalam skala global. Hal ini didasari karena sulit
bagi Indonesia untuk menjajarkan diri dan mengejar ketertinggalannya
terhadap negara maju, sangat disayangkan melimpahnya sumber daya alam
tidak menjadikan Indonesia sebagai negara yang maju. Berbalik dari hal itu,
banyak dari negara maju sedang mereka memiliki sumber daya alam yang
terbatas. Dengan kata lain, talenta dan kualitas individu di Indonesialah yang
harus dipacu untuk mengalami perbaikan, sehingga dapat memunculkan

inovasi, hingga menciptakan lapangan pekerjaan.

1- Lemahnya Daya Saing Indonesia

Global Talent Competitiveness Index (GTCI) merupakan penentuan
peringkat yang menunjukan daya saing sumber daya yang dimiliki suatu
negara. Indeks penilaiannya dapat berupa pendidikan, pendapatan perkapita,
TIK, lingkungan, gender, stabilitas politik, hingga tingkat toleransi. Di
negara-negara ASEAN, Indonesia menduduki peringkat ke enam dengan
perolehan nilai sebesar 38,61. Adapun negara yang meningkati posisi
pertama adalah Singapura dengan nilai 77,27, peringkat kedua diduduki oleh
Malaysia dengan nilai 58,62, selanjutnya Brunei Darussalam dengan nilai
49,91 dan peringkat ke empat di duduki oleh Filipina dengan perolehan nilai
40,94(Kemdikbud, 2019).
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Laporan dari lembaga studi INSEAS yang telah dirilis berisi susunan
peringkat yang menekankan aspek pendidikan. Aspek pendidikan yang
ditinjau berupa vokasi, pendidikan formal, peringkat universitas di skala
internasional, literasi, jurnal ilmiah, hasil riset, tingkat kerelevanan

pendidikan dengan perbisnisan, hingga jumlah lulusan peneliti dan teknisi.

2- Kondisi Pendidikan Indonesia
Berdasarkan skor Indonesia dan negara ASEAN yang lain, apakah
terdapat korelasi antara pendididikan negara tersebut dengan talenta yang
dimiliki warganya? Jika mengacu pada Education Index oleh Human
Development Reports di tahun 2017, Indonesia menduduki peringkat ke 7
diantara negara ASEAN lainnya dengan nilai 0,622. Kedudukan pertama

diperoleh Singapura dengan skor 0,832, diikuti oleh Malaysia dengan skor
0,719, diikuti oleh Brunei Darussalam dengan skor 0,704, dan kedudukan ke

Laos

Singapura
Malaysia
Brunei
Darussalam
Filipina
Thailand
Indonesia
Vietnam
Kamboja

Sumber: Global Talent Competitiveness Index

135



empat diraih oleh dua negara yaitu Filipina dan Thailand dengan skor 0,661.

Education Index 2017 :

©
=
>
a
©
0o
=

[

Laos

Malaysia
Brunei
Darussalam
Thailand
Filipina
Vietnam
Indonesia
Kamboja
Myanmar

Sumber: Human Development Reports

Perhitungan angka tersebut Mean Years of Schooling dan Expected
Year of Schooling. Kemudian muncul pertanyaan, berapa lama rata-rata
sekolah di negara-negara Asean?

3- Rata-Rata Penduduk Indonesia Bersekolah Hingga SMP
Berdasarkan data, rata-rata lama sekolah diduduki oleh singapura
dibandingkan dengan negara-negara ASEAN lain, yaitu 11,5 tahun.
Kemudian diikuti oleh Malaysia dengan rata-ratanya berjumlah 10,2 tahun.
Adapun rata-rata lama sekolah di peringkat ke tiga di duduki oleh Filipina
selama 9,3 tahun (Gerintya, 2019). Adapun Indonesia memiliki rata-rata lama

sekolah selama 8 tahun.
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Rata-Rata Lama Sekolah Penduduk Umur L\
SIMATORT .
15 Tahun ke Atas Tahun 2018 (dalam tahun) e’ tirtod
Lima Provinsi dengan Lima Provinsi dengan
Peringkat Rerata Lama Peringkat Rerata Lama
Sekolah Tertinggi Sekolah Terendah
y Rerata Lama i Rerata Lama
L Sekolah || Previest | et |
DKl Jakarta 11,06 Gorontalo 7,83
Kepulauan Riau 10,01 NTT 7,70
Maluku 9,78 NTB 7,69
DI Yogyakarta 9.73 Kalimantan Barat 7,65
Papua Barat 9,73 Papua 6,66
Sumber: Statistik Pendidikan LFQ 1

Berdasarkan data di atas, kaitan lama sekolah dengan talenta yang
dimiliki suatu negara diperoleh berturut-turut oleh Singapura yang disusul
oleh Malaysia, dan Brunei Darussalam sebagai posisi teratas.

Meskipun terdapat peningkatan rata-rata lama sekolah yang di alami
Indonesia namun negara kita belum mampu menyaingi Malaysia dan
Filipina. Rata-rata sekolah merupakan data yang menunjukan jenjang
pendidikan yang pernah atau sedang dijalani seseorang. Dengan demikian,
tingginya angka rata-rata lama sekolah akan menunjukan semakin banyak
pula tamatan di jenjang tersebut.

Berdasarkan data Statistik Pendidikan pada tahun 2015 angka rat-rata
lama sekolah adalah 8,32 tahun. Pada tahun 2016 dan 2017 mengalami
kenaikan di 8,42 tahun dan 8,5 tahun. Kenaikan terus terjadi di tahun 2018
yaitu 8,58 tahun atau setara dengan kelas 2 SMP/sederajat. Namun
disayangkan bahwa angka rata-rata lama sekolah tersebut belum mencpai

target Renstra Kemendikbud yaitu 8,7 tahun. Di tahun 2019 target RPJMN
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juga tidak terpenuhi karena rata-rata usia 15 tahun lama sekolahnya hanya 8,8
tahun (Gerintya, 2019).

Jika ditinjau dari data provinsi, kedudukan rata-rata lama sekolah
tertinggidiperoleh oleh DKI yaitu 11,06 tahun, diikuti oleh Kepulauan Riau
yaitu 10,01 tahun dan Maluku dengan 9,78 tahun. Adapun peringkat rata-rata
lama sekolah terendah di peroleh oleh Papua yaitu 6,66 tahun,disusul oleh
Kalimantan Barat dan NTB dengan lama bersekolah 7,65 tahun dan 7,69
tahun.

Rata-Rata Lama Sekolah Penduduk Umur & <
15 Tahun ke Atas Tahun 2018 (dalam tahun)

Lima Provinsl dengan Lima Pro‘rirﬁl dengan

Peringkat Rerata Lama Peringkat Rerata Lama
Sekolah Tertinggi Sekolah Terendah

L Provinsi e ke | Provinsi L

DKI Jakarta 11,06 Gorontalo 7,83
Kepulauan Riau 10,01 NTT 7,70
Maluku 9,78 NTB 7,69
DI Yogyakarta 9,73 Kalimantan Barat 7,65
Papua Barat 9,723 Papua 6,66

Sumber: Statistik Pendidikan LFQ 1

Perhitungan lama bersekolah untuk tamatan SD adalah 6 tahun, SMP
dengan 9 tahun, dan SMA dengan 12 tahun. Perhitungan ini tidak melihat
pada tinggal kelas atau tidaknya anak tersebut.

Di wilayah desa dan perkotaan terdapat ketimpangan. Di kota
pencapaian lama sekolah 15 tahun ke atas lebih tinggi daripada di pedesaan.
Rata-rata penduduk perkotaan telah menyelesaikan pendidikan 9 tahun
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sedangkan di pedesaan rata-rata sekolah mereka hanya sampai duduk di kelas
7 SMP/sederajat.

Ketimpangan juga tejadi pada penyandang disabilitas. Selisih lama
bersekolah antara bukan penyandang disabilitas dengan penyandang
disalibitas berkisar 4 tahun. Bagi mereka yang tidak menyandang disabilitas
dapat bersekolah hingga kelas 8 SMP/sederajat namun untuk penyandang
disabilitas rata-rata lama sekolahnya hanya sampai di kelas 4 SD/sederajat.
Dengan demikian, sistem pendidikan yang saat ini kita anut masih terbatas
dan belum inklusif.

Urutan Indonesia di GTCI 2019 adalah 67 dari 125 negara. Penting
bagi pemerintah untuk memprioritaskan sumber daya manusianya karena saat
ini Indonesia masih tertinggal SDM nya dibanding negara lain

Satu dari beberapa upaya untuk meningkatkan kemampuan bersaing
adalah dengan meningkatkan kualitas dari pendidikan tesebut. Padahal
anggaran Indonesia untuk pendidikan cukup tinggi dan mengalami
peningkatan dari tahun ke tahun. Di tahun 2014, anggaran Indonesia untuk
pendidikan berjumlah Rp375,4 triliun dan mengalami kenaikan pada tahun
2019 Rp492,5 triliun yang setara dengan 20 persen dari Belanja APBN.

Anggaran dana yang dialokasikan pemerintah pada tahun 2019 untuk
pendidikan dilakukan dengan menyediakan berbagai jenis program seperti
BOS, program Indonesia Pintar, pemeliharaan fasilitas pendidikan dan
program bidikmisi.

Untuk menyiapkan SDM di Indonesia saat usia produktif maka perlu
dipantau alokasi dana yang diperoleh pendidikan sehingga setiap kegiatan

maupun program diawasi oleh setiap kelompok masyarakat dan pemerintahan

4- Masalah Ekuitas dalam Pendidikan Indonesia
Namun demikian, tingkat putus sekolah yang tinggi di Indonesia dan
tingkat pekerjaan yang rendah mencerminkan sebuah sistem pendidikan yang

tidak berfungsi dengan baik untuk banyak peserta didk. Prestasi akademik di
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antara sebagian besar peserta didk Indonesia bergerak lebih lambat. Hal ini
disebabkan kualitas keseluruhan pendidikan Indonesia rendah. Hasil
penilaian internasional menunjukkan bahwa sebagian besar peserta didk
Indonesia tidak mengembangkan bahasa dasar, matematika, sains, dan
keterampilan pemecahan masalah selama delapan tahun pertama sekolah
mereka (Bank Dunia, 2014). Sebuah penilaian pembelajaran internasional
2009 di kalangan anak usia 15 tahun yang masih bersekolah menunjukkan
rata-rata anak berusia 15 tahun di Indonesia tertinggal satu tahun sekolah
dalam keterampilan membaca, matematika, dan sains (UNESCO, 2010).

Selain ketidaksetaraan gender, wilayah, kekayaan keluarga, dan variasi
kualitas pendidikan antar sekolah, ukuran kelas dan rasio peserta didk/guru di
pendidikan dasar juga berkontribusi pada pencapaian keseluruhan yang
rendah dan tingkat putus sekolah yang tinggi (UNESCO, 2010). Ukuran kelas
dan rasio peserta didk/guru di kelas dasar membatasi pembelajaran peserta
didk. Berbagai penelitian tentang ukuran kelas dan prestasi peserta didk
membantu menjelaskan mengapa rasio peserta didk/guru di kelas awal sangat
penting. Prestasi peserta didk meningkat dalam pembelajaran membaca dan
matematika di kelas dasar cenderung terjadi di ukuran kelas yang lebih kecil,
15 hingga 18 peserta didk. Hasil dari penelitian tersebut dapat dijadikan
prediksi bahwa peningkatan prestasi ini mungkin hasil dari pemberian kelas
yang lebih kecil, dan guru yang lebih banyak, sehingga dapat meningkatkan
perhatian kepada peserta didk (Ehrenberg, Brewer, Gamoran, dan Willms,
2001). Manfaat kelas kecil di sekolah dasar dampaknya sangat banyak,
membuat ukuran kelas kecil untuk peserta didk sekolah dasar adalah investasi
yang lebih baik (Nye, Hedges, dan Konstantopoulos, 2004). Beberapa ahli
menyarankan bahwa keuntungan akademis terbukti dalam studi kelas kecil di
kelas dasar dapat membantu peserta didk menutup kesenjangan prestasi
antara peserta didk kaya dan berpenghasilan rendah (Nye, Hedges, dan
Konstantopoulos, 2004).
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Ketidakadilan pendanaan juga menjadi salah satu alasan besarnya
ukuran kelas di sekolah dasar, terlepas dari penelitian yang kontra. Indonesia
cenderung tidak menginvestasikan sumber daya -personel dan materi- ke
sekolah dengan peserta didk berkebutuhan tinggi. Secara sosio-ekonomis,
sekolah untuk peserta didk berkebutuhan tinggi adalah salah satu dari sekolah
yang kurang beruntung, cenderung memiliki rasio peserta didk lebih besar
dengan sumber daya yang lebih sedikit. Secara keseluruhan, meskipun niat
dari para pengambil kebijakan sudah ada, namun Indonesia masih belum
menginvestasikan bagian yang maksimal dari pendapatan nasionalnya untuk
pendidikan.

Selanjutnya, Indonesia menerapkan praktik menyalurkan peserta didk
ke dalam program akademik selanjutnya berdasarkan pencapaian mereka
sebelumnya, memiliki resiko yang tinggi, karena mengharuskan mereka
untuk lulus ujian dengan nilai tertinggi agar diterima di sekolah yang
berkualitas tinggi. Hal ini memberikan kesempatan yang lebih sedikit untuk
melanjutkan ~ Pendidikan ~ dan  mengembangkan  sumber  daya
manusia. Sehingga tidak mengherankan, peserta didk dengan latar belakang
keluarga yang lebih baik belajar di sekolah yang lebih baik yang paling
beruntung, berprestasi lebih awal, mendapat nilai tinggi pada ujian, dan maju
dengan sukses melalui sistem.

Keluarga dengan sumber daya yang cukup dapat membayar les privat
mahal yang diperlukan membantu anak-anak mereka agar berhasil bersaing
memperebutkan tempat di sekolah menengah tingkat atas atau universitas
bergengsi. Dalam skala besar, berorientasi pada keuntungan industri les
privat membantu mempersiapkan peserta didk untuk mendapat nilai tinggi,
tersedia hanya untuk peserta didk yang keluarganya mampu membayar
dukungan akademik tersebut. Pusat bimbingan privat mahal dan biasanya

lebih mahal dari pendapatan rata-rata rumah tangga Indonesia.
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Hubungan antara rasio peserta didk/guru yang tinggi di ruang kelas
mengurangi kesempatan bagi banyak anak untuk mengembangkan membaca
dasar dan literasi matematika, keputusan penempatan akademik berdasarkan
prestasi peserta didk sebelumnya, memiliki risiko tinggi untuk memenuhi
syarat mendapatkan pendidikan tingkat menengah dan universitas yang
berkualitas. Karena hanya mampu diraih melalui bimbingan ekstrakurikuler.
Intinya, mengembangkan potensi sumber daya manusia Indonesia hanya
mungkin dilakukan dengan praktek kebijakan yang benar, sumber daya yang
cukup, dan ditargetkan dengan tepat.

5- Masalah Kualitas Guru dalam Pendidikan Indonesia

Indeks pembangunan manusia (IPM) dari program United Nations
Development Programme (UNDP) menunjukan bahwa peraihan skor
Indonesia hanya 0,689 yang merupakan posisi ke 113 dari 188 negara.
Serupa dengan hal diatas UNIESCO melakukan pemonitoran dalam kegiatan
Global Education Monitoring (GEM) yang meletakkan posisi Indonesia di
peringkat ke 14 dari 14 negara berkembang di seluruh dunia. Untuk saat ini,
diperkirakan penyebabnya adalah kompetensi guru (GEM, 2016).

Anggaran negara untuk pendidikan berjumlah 20% dari total APBN
yang mencapai Rp444 triliun. Sayangnya anggarana pendidikan tersebut
digunakan untuk meberi tunjangan dan membayar gaji guru. Penghasilan
guru meroket menjadai 3 kali lipat berdasarkan rata-rata yang diperoleh.
Alokasi dana untuk pemeliharaan sekolah masih sangat minim yang dilihat
dari fakta yang menunjukan bahwa keadaan sekolah masih belum memadai.
Dalam hal ini, anggaran yang besar tidak menjadi jaminan peningkatan
kualitas pendidikan, mengapa demikian? Karena kualitas guru masih menjadi
permasalahan. Berdasarkan UKG (uji kompetensi guru) meunjukan bahwa
rata-rata nilai hanya 44,5 padahal nilai standar nya adalah 55. Kompetensi

pedagogik guru juga belum berkembang karena masih banyak guru mengajar

142



menggunakan buku teks padahal cara tersebut membuat kelas merasa
bosan.(Kemdikbud, 2015).

Untuk menjawab persoalan rendahnya kualitas pendidikan Indonesia
bukan melalui perubahan kurikulum atau sekedar mengganti dirjen maupun
menteri. Jawaban untuk kualitas pendidikan adalah kualitas guru. Jaminan
pendidikan berkualitas adalah guru yang profesional. Jika kualitas guru tidak
diperbaiki maka jauh panggang dari api akan terus terjadi.

Berdasarkkan jumlah guru yaitu 3,9 juta sebanyak 25% masih belum
memenuhi kualifikasi dan 52% belum memiliki sertifikat profesi. Untuk
mnegajar maka guru harus memiliki standar kompetnsi berupa profesional,
sosial, kepribadian, dan pedagogik. Contohnya sekolah yang menerapkan 5
hari bersekolah mengalami perbedaan persepsi, bhakan kurikulum 2013
secara paksa dibatalkan karena guru belum memahami dengan baik
kurikulum tersebut. Kebingungan guru memunculkan ketidak optimalan
pembelajaran. Untuk itu, perlu peningkatan kualitas guu agar kurikulum
dapat dilaksanakan dengan baik karena kurikulum yang baik tidak akan
berjalan jika guru tidak berkualitas.

Guru bukanlah persoalan yang sederhana, meskipun tidak juga dapat
dinyatakan terlalu kompleks. Kualitas guru akan dapat optimal jika terjadi
peningkatan kompetensi. Prinsip kompetensi guru adalah pemetaan terkait
penyebab guru tidak kompeten saat mendidik. Diperkirakan terdapat empat
penyebab kompetensi guru rendah yaitu Pertama, ilmu yang diajarkan tidak
sesuai dengan bidang pengajar. Masih banyak guru yang mengajar bukan
bidang studinya. Kedua, guru tidak memiliki latar belakang pendidikan yang
menghambat aspek pedagogik. Ketiga, cara merekrut guru belum efektif
karena mekanisme yang dilalui tidak profesional dan tidak sesuai dengan
persyaratan Keempat, rendahnya program PKB (peningkatan keprofesian

berkelanjutan). Banyak guru yang enggan untuk mengembangkan dirinya
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baik dari pengetahuan maupun kompetensinya karena perasaan guru
hanyalah cukup dengan mengajar.

Tidak dapat dipungkiri bahwa guru memegang kualitas pendidikan.
Meskipun kurikulum penting namun ia tidak terlalu urgent untuk peningkatan
kualitas pendidikan. Kehebatan menteri tidak akan dapat mengubah mutu
pendidikan. Upaya dalam memajukan generasi bangsa melalui pendidikan
tidak bisa hanya melalui teori-teori saja. Sangat disayangkan bahwa sangat
bnyak perdebatan tekait perubahan kurikulum namun rendahnya perhatian
terkait kualitas dan kompetensi guru. Akan sulit bagi guru untuk menerima
perubahan jika kompetensi yang ia miliki masih rendah, kelemahan kualitas
guru akan menyebabkan kerumitan yang ia hadapi dalam dunia pendidikan.

Untuk itu, perlu bagi guru untuk meningkatkan kompetensinya.

C- Meningkatkan Sumber Daya Guru Indonesia

SDM vyang berkualitas merupakan investasi masa depan. SDM yang
berkualitas hanya dapat dicapai melalui pendidikan yangbermutu. Salah satu
penopang sistem pendidikan bermutu adalah profesionalitas seorang guru..
Bidang paling kritis untuk perbaikan kebijakan pendidikan di Indonesia
adalah kualitas guru (Eginli, 2010). Guru di sebagian besar sekolah kurang
memiliki pengetahuan dan keterampilan untuk melibatkan minat dan bakat
peserta didk, untuk mengajar secara interaktif, atau untuk menyediakan
pengalaman belajar yang dapat merangsang dalam membantu peserta didk
menemukan arti pribadi dan relevansinya secara kognitif dalam membangun
pemahaman yang akurat tentang apa belajar. Pendidikan guru masih
memberikan dosis yang kuat pada teori pendidikan, tetapi tidak banyak
keterampilan praktis tentang bagaimana sebenarnya mengajar peserta didk di
dalam kelas. Begitu pula dengan kepemimpinan di sekolah, belum dirancang
untuk mendukung dan memajukan peningkatan kualitas pendidikan, dan

hubungan sekolah dengan orang tua / komunitas tidak dikembangkan secara
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memadai untuk memungkinkan mereka mendesak peningkatan kualitas atau
akuntabilitas pendidikan. Hingga saat ini, banyak peserta didk menghadapi
prospek latar belakang yang kurang beruntung dan kualitas sumber daya
manusia yang rendah di sekolah mereka.

Keefektifan seorang guru juga berdampak lebih besar di satu sekolah
daripada sekolah lain pada faktor pembelajaran peserta didk. Guru yang
efektif merangsang peserta didknya dengan konten akademik yang
menantang dan bermakna (untuk peserta didk), sering menilai pembelajaran
peserta didk dan menginformasikan hasil pengajaran mereka, mengatur ruang
kelas mereka agar peserta didk tetap aktif terlibat dalam kegiatan
pembelajaran, serta mengajar secara interaktif (Danielson, 2007). Hasil studi
di Amerika Serikat menemukan bahwa kualitas guru meliputi kemampuan
verbal, materi pengetahuan mata pelajaran, pengetahuan belajar mengajar,
dan kemampuan mempekerjakan dalam lingkup luas dari strategi
instruksional untuk memenuhi kebutuhan peserta didk (Darling-Hammond,
2000).

Dalam penelitian lain, Rockoff (2004) memperkirakan perbedaan guru
efektivitas menyumbang hingga 23% variasi dalam Kkinerja peserta didk.
Guru yang efektif memiliki pengetahuan konten dan keterampilan pedagogis
yang berguna dalam memastikan pembelajaran peserta didk. Selain itu, guru
tentunya juga perlu menguasai pengetahuan mata pelajaran mereka untuk
pengajaran berkualitas tinggi (Kaplan dan Owings, 2003). Artinya, baik
pengetahuan materi pelajaran maupun pengetahuan tentang pedagogi yang
efektif akan sangat berkorelasi dengan kinerja guru kelas dan prestasi peserta
didk mereka (Weglinksy, 2000). Terlebih lagi, penelitian menunjukkan
bahwa persiapan instruksional guru dapat berdampak positif pada prestasi
peserta didk. Darling-Hammond menemukan bahwa persiapan guru

profesional menyumbang 40 hingga 60% dari total pencapaian setelah
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mempertimbangkan etnis peserta didk dan kekayaan keluarga (Hammond,
2000).

Oleh karena itu, jika Indonesia ingin meningkatkan sumber daya
manusianya maka harus dimulai dengan meningkatkan sumber daya manusia
guru. Persiapan guru di Indonesia perlu didesain ulang untuk menciptakan
guru yang efektif dalam membantu peserta didk mempelajari pengetahuan
dan keterampilan penting agar dapat berfungsi dengan baik dalam lingkungan
yang semakin kompleks dan ekonomi global yang kompetitif. Guru harus
bisa tumbuh, dan menyempurnakan keterampilan tingkat tinggi mereka
sendiri dalam pemecahan masalah, analisis, sintesis, dan evaluasi selama
program persiapan mereka jika mereka ingin dapat mengembangkan
kapasitas diri pada peserta didk mereka. Mereka harus bisa mengenali dan
menilai kebutuhan pribadi, minat, dan keterampilan belajar peserta didk dan
menggunakan faktor-faktor ini secara konstruktif dalam mengajar jika
mereka ingin membantu peserta didk mereka belajar.

Faktor kontekstual yang juga melemahkan guru perlu mendapat
perhatian. Seperti masalah pasokan guru, distribusi yang adil, dan biaya
guru; kurikulum yang sesuai dan standar; jumlah jam pelajaran pada hari dan
tahun sekolah; serta jenis dan jumlah sumber belajar dan mengajar yang
tersedia tetap merupakan masalah yang serius dan perlu menjadi perhatian
(Mulkeen, 2010). Pada saat yang sama, "struktur rumit” dari lembaga
pendidikan Indonesia perlu juga mendapat perhatian. Seperti masalah
kewenangan atas kurikulum, materi pendidikan, penugasan guru, fasilitas
sekolah, serta peralatan dan pengawasan. Koordinasi yang baik antara
kebijakan pusat dan sumber daya guru yang ada dengan kebutuhan lokal
seringkali sangat kurang diperhatikan. Melihat kondisi pendidikan di
Indonesia yang ada saat ini, maka meningkatkan kualitas pengajaran akan

terus menjadi tantangan yang menarik.
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D- Penutup

Manusia sebagai modal investasi dalam dunia pendidikan di Indonesia
sedang berproses. Meskipun masih banyak yang harus dibenahi, namun
Indonesia telah membuat kemajuan yang cukup besar dan patut dicatat dalam
peningkatan akses pendidikan. Indonesia harus mampu menciptakan sistem
pendidikan yang berkualitas tinggi, menghasilkan lebih banyak lulusan
dengan keterampilan yang lebih tinggi -terlepas dari apa pun latar belakang
mereka- agar bisa sukses dalam lingkungan yang semakin kompleks,
kompetitif, dan pasar tenaga kerja global. Guru-gurunya harus guru yang
mampu efektif dalam meningkatkan pembelajaran setiap peserta didk,
bahkan mereka yang kurang beruntung keadaan.

Meningkatkan kualitas pengajaran dan memastikan distribusi yang adil
di antara semua sekolah adalah salah satu kunci penting untuk membuka
pendidikan dengan hasil ekonomi yang lebih baik. Demikian juga,
profesionalisasi pengajaran dari pra-sekolah hingga tingkat universitas
melalui reformasi pendidikan guru yang kuat merupakan sarana penting
untuk memperluas sumber daya manusia Indonesia. Kolaborasi antara
berbagai pemangku kepentingan -pemerintah, akademisi, ahli kebijakan,
masyarakat sipil, dan pengusaha besar- akan sangat dibutuhkan. Kebijakan
pendidikan dan pelatihan memainkan peran kunci dalam membekali remaja
yang sesuai dengan keterampilan dalam pasar tenaga kerja yang berkembang
pesat dan memfasilitasi transisi dari sekolah ke pekerjaan. Akhirnya, melalui
pembangunan sistem pendidikan dan praktik mengajar yang lebih efektif
akan berdampak pada keuntungan ekonomi untuk Indonesia yang lebih kuat.

Mengakui pentingnya guru bagi pembelajaran peserta didk dan
pengembangan sumber daya manusia, dan mengakui kelemahan dalam
keefektifan gurun saat ini, Kementerian Pendidikan Indonesia telah memulai

reformasi dalam berbagai kebijakannya. Untuk itu, beberapa kesimpulan dan
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saran berikut ini perlu menjadi perhatian dalam meningkatkan kualitas

pengajaran dan memperluas pemerataan yang mungkin bisa membantu.

1.

Hubungkan Teori ke Praktek dalam Persiapan Guru

Persiapan guru perlu menyertakan tautan yang relevan dan konkret,
secara konseptual dan perilaku, antara apa yang dipelajari calon guru di
sekolah dan bagaimana mereka mengajar di ruang kelas mereka sendiri.
Calon guru membutuhkan pengetahuan konten Kkhusus, sebuah
pemahaman tentang bagaimana anak-anak dari berbagai usia belajar
paling baik, serangkaian pembelajaran keterampilan pedagogis yang
efektif agar berhasil dalam menghadapai anak yang beragam, dan kode
etik profesional yang jelas untuk memandu keputusan mereka tentang
perilaku di tempat kerja. Mereka membutuhkan banyak kesempatan
untuk mempraktikkan perilaku ini di ruang kelas dunia nyata di bawah
pengawasan para ahli dan menerima umpan balik yang rinci, akurat,
dan tepat waktu sebelum dan sesudah mereka menerima sertifikasi

guru.

Memberikan Pembelajaran Profesional Sepanjang Karir untuk
Guru berlatih

Setelah dipekerjakan sebagai guru, peluang dalam jabatan perlu
dipertimbangkan kembali sebagai rantai pembelajaran profesional
yang koheren dan berkelanjutan, mengikat persiapan guru, aktualisasi
pengalaman mengajar peserta didk, dan kesempatan yang sedang
berlangsung untuk belajar sambil bekerja dengan cara yang membantu
guru meningkatkan pembelajaran dan prestasi peserta didk (Fullan,
1995). Dalam pelayanan, peluang harus dirancang dan diberlakukan
sesuai dengan praktik standar internasional yang diakui (Darling-

Hammond dan Sykes, 2003). Meningkat profesionalisme Kkarir
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mengajar dengan cara ini akan membantu para pendidik pelajari
keahlian teknis, perilaku kerja, dan kebiasaan yang memungkinkan
mereka berpikir untuk menjadi efektif dalam menghasilkan

pembelajaran dan prestasi peserta didk.

Ciptakan Insentif Baru untuk Menarik dan Mempertahankan
Guru yang Efektif

Kementerian Pendidikan dapat menciptakan insentif yang berarti
dalam meningkatkan minat guru berbakat yang mampu melihat
mengajar sebagai pilihan karir yang menarik dan tetap di profesi. Hal
ini mungkin termasuk menawarkan gaji Kinerja, peran baru dan
tanggung jawab yang menghargai keahlian mereka, atau menempatkan
kader guru dan pemimpin yang efektif di sekolah berkebutuhan
tinggi. Meningkatkan insentif keuangan membawa risiko, namun
kajian tentang bagaimana merangsang dan memberi penghargaan yang
paling efektif dan menarik bagi guru perlu mendapat perhatian
kebijakan yang serius (Bank Dunia, 2020).

Tingkatkan Ekuitas Guru

Meskipun Indonesia secara substansial telah memperluas akses ke
pendidikan dasar, distribusi yang berkeadilan antar sekolah, namun
masih  sangat rendah dibandingkan dengan negara ASEAN
lainnya. Sebagai akibatnya, peserta didk yang berasal dari latar
belakang ekonomi sulit tidak berhasil untuk mendapatkan keuntungan
pembelajaran yang sama dengan rekan-rekan mereka yang lebih
makmur. Penyusunan dan pemerataan jumlah guru yang cukup dan
efektif, serta sumber daya sekolah (termasuk ukuran kelas di kelas
dasar) perlu mendapat perhatian dengan segera jika semua peserta didk

di Indoensia ingin mengembangkan sumber daya manusianya
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sepenuhnya. Meskipun menangani masalah ekuitas ini kemungkinan
besar akan mahal, namun biaya keluar akibat ketidakadilan dalam
keefektifan dan distribusi guru sepertinya juga akan sangat merugikan,

baik secara ekonomi dan kesejahteraan individu secara keseluruhan.

Kembangkan Kerangka Kerja Penjaminan Mutu untuk Semua
Sekolah

Di Indonesia, kualitas pendidikan bervariasi dari sekolah ke sekolah
dan dalam tingkat pendidikan. Mengembangkan kerangka kerja untuk
memastikan kriteria kualitas dan hasil untuk masing-masing tingkat
pendidikan sekolah negeri dan swasta merupakan langkah penting
dalam menyediakan berbagai pilihan pendidikan berkualitas tinggi. Hal
Ini penting khususnya pada tingkat sekolah di mana banyak pilihan
tersedia. Untuk itu pemerintah juga harus memastikan bahwa sekolah
meningkatkan kapasitas fisiknya dan melengkapi dengan material
modern. Dorongan dan pengawasan dari Kementerian dan otoritas
lokal, dengan staf, orang tua, dan mitra komunitas juga sangat
dibutuhkan untuk meningkatkan kualitas setiap sekolah agar sesuai
standar. Dengan demikian, pemerintah, pemerintah daerah, kepala
sekolah, guru, dan orang tua kemudian dapat menggunakan ini sebagai
standar untuk mengevaluasi sekolah mereka sendiri, mengidentifikasi
dan menangani apa yang dibutuhkan, dan meningkatkan kondisi belajar
lintas sekolah untuk mengurangi disparitas pendidikan (Dunia Bank,
2011).

Membangun Kapasitas di antara Pembuat Kebijakan, Universitas,
dan Kepala Sekolah
Meningkatkan kapasitas guru memang penting tetapi tidak cukup

untuk menghasilkan kader guru yang efektif. Guru tidak akan bisa
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merangsang minat peserta didk, membuat kurikulum secara pribadi
yang bermakna dan relevan bagi peserta didik, membimbing peserta
didk untuk berpikir kritis dengan informasi, dan menggunakan apa
yang mereka pelajari untuk memecahkan masalah, kecuali jika guru
memiliki kesempatan yang cukup untuk hal tersebut.  Untuk
mewujudkan semua ini, pembuat kebijakan dan pejabat pemerintah
dapat mengembangkan pandangan yang lebih tajam tentang peran
mereka; bagaimana memberikan belajar yang memadai, dukungan
teknis dan operasional yang sesuai dan kolaboratif; mengidentifikasi
cara untuk memberlakukan sistem pemantauan dan evaluasi yang kuat;
berdiskusi dengan lebih baik dan lebih adil tentang cara untuk
membiayai pendidikan di seluruh negeri; dan menerima trade-off yang
diperlukan untuk meningkatkan pendidikan sebagai investasi pada
manusia (Eginli, 2010).

Fakultas Pendidikan dan Keguruan pada universitas yang
mempersiapkan guru dan kepala sekolah perlu mempelajari,
menggunakan, dan mengajarkan praktik instruksional yang sama
dibutuhkan, yang akan dilakukan oleh guru di ruang kelas mereka
sendiri. Pada saat yang sama, kepala sekolah, orang tua, dan
masyarakat membutuhkan peningkatan kapasitas melalui peluang
dalam layanan yang ditargetkan untuk mendidik mereka tentang
seperti apa tampilan dan suara pengajaran yang efektif berdasarkan
penelitian dan pengaruhnya terhadap prestasi peserta didk -dan pilihan
hidup peserta didk-, sehingga mereka dapat secara aktif mendukung
guru yang menggunakannya (Sahin, 2004). Pengembangan kapasitas
tersebut mungkin memerlukan keahlian dari luar, seperti bermitra
dengan guru dan kepala sekolah yang terkenal dan dihormati secara

internasional dan kebijakan pendidikan dan program perencanaan.
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BAB XVIII
Kemitraan Pembiayaan Pendidikan.

Oleh: Eka Yusnaldi, S.Pd.l., M.Pd. (Dosen PGMI FITK UIN SU).
Fauziah Nasution, M.Psl. (Dosen Tetap UINSU Medan).

A- Pengertian Kemitraan Pembiayaan Pendidikan

a) Pengertian Kemitraan

Berdasarkan undang-undang republik Indonesia No. 9 Tahun 1995
kemitraan dijelaskan sebagai bentuk kerjasama usaha baik pengusaha kecil,
pengusaha kelas menengah, maupun pengusaha besar yang disertai dengan
pengembangan dan pembinaan oleh pengusaha tingkat menengah maupun
tingkat besar dengan memerhatikan prinsip saling memperkuat, saling
memerlukan dan saling menguntungkan.?®* Adapun Muhammad Jafar
Hafsah, mendefenisikan kemitraan sebagai strategi bisnis yang dilakukan dua
pihak atau lebih dalam waktu yang telah ditentukan sehingga secara bersama
memperoleh keuntungan menggunakan prinsip saling membesarkan dan

saling membutuhkan.?®

Kemitraan dikenal dengan istilah kerjasama atau gotong royong dari
berbagai pihak, baik secara individual maupun kelompok. Notoatmodjo
mendefenisikan kemitraan sebagai kerjasama formal antar individu dalam
mencapai tujuan tertentu.*®® Adapun Tugimin mendefenisikannya sebagai
kerjasama yang dilakukan secara bersama-sama oleh beberapa pihak dengan
rasa tanggungjawab sehingga mencapai hasil yang nilaianya lebih baik
dibanding dilaksanakan sendirian.?%’

204 Jeane Neltje Saly, (2001), Usaha Kecil, Penanaman Modal Asing dalam
Perspektif Pandangan Internasional, Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, him. 35

205 Mohammad Jafar Hafsah, (2000), Kemitraan Usaha, Jakarta: Sinar Harapan, him.
10

206 Notoatmodjo, Soekidjo, (2003), Pendidikan dan Perilaku Kesehatan, (Jakarta:
Rineka Cipta, him.30

207 Tygimin, (2004), Kewarganegaraan, Surakarta: CV. Grahadi, him. 7
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Jadi dapat disimpulkan bahwa kemitraan merupakan hubungan yang
dilakukan oleh dua pihak atau lebih untuk memperoleh keuntungan
meskipun salah satu pihak berada diposisi yang lebih rendah sehingga
terbentuklah hubungan yang menyamakan antar mitra untuk sepakat

mencapai tujuan bersam-sama.

b) Pengertian Pembiayaan Pendidikan

Biaya pendidikan adalah upaya untuk mengumpulkan dana sehingga
dapat membiayai operasional sektor pendidikan dan melakukan perkembangan
di sektor tersebut. Biaya pendidikan adalah sejumlah uang yang diperoleh
untuk dikeluarkan kembali sehinga membantu pembiayaan keperluan
pendidikan di sekolah. Beberapa cakupan biaya adalah meningkatkan
kompetensi guru, gaji guru, tunjangan, penyediaan sarana dan prasarana
pemeliharaan bangunan dan gedung, mengelola kegiatan, menjalankan
ekstrakurikuler hingga pentatausahaan suatu sekolah/madrasah.?%®

Pembiayaan pendidikan merupakan proses yang tidak dapat dipungkiri
maupun dihindari untuk menyelenggarakan pendidikan.?®® Beberapa defenisi
pembiayaan dicetuskan oleh ahli, seperti Dedi Supriadi menjelaskan biaya
pendidikan sebagai setiap jenis pengeluaran yang dipergunakan untuk
menyelenggarakan pendidikan baik berbentuk uang maupun non uang seperti
waktu, tenaga maupun barang (dapat dinominalkan). Dalam hal ini, biaya
pendidikan mencakup iuran peserta didik, sarana fisik seperti bangunan
sekolah, maupun gaji guru termasuk ke kategori biaya. Setiap pembiayaan
harus dilakukan perencanaan, pemerolehan, pengalokasian, dan dilakukan

pengelolaam sebagai pendanaan pendidikan (educational finance).?** Jadi

208 Akdon dkk, (2015), Manajemen Pembiayaan Pendidikan. Bandung: Rosdakarya,
him. 65
209 WP, Ferdi.,, (2013), Pembiayaan Pendidikan: Suatu Kajian Teoritis. Jurnal
Pendidikan dan Kebudayaan, him 85
210 Nanang, Fattah, (2009) Ekonomi dan Pembiayaan Pendidikan, Bandung: Remaja
Rosdakarya, hlm. 55
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dapat disimpulkan pengertian dari pembiayaan pendidikan sebagai dana yang
diterima sekolah untuk membatu penyelenggaraan kegiatan pembelajaran di

sekolah termasuk pengadaan sarana dan prasarana.

c) Pengertian Kemitraan Pembiayaan Pendidikan

Kemitraan didefenisikan sebagai hubungan dua pihak yang tujuannya
memperoleh keuntungan meskipun salah satu pihak berada diposisi yang
lebih rendah sehingga terbentuklah hubungan yang menyamakan antar mitra
untuk sepakat mencapai tujuan bersam-sama. Sedangkan pengertian dari
pembiayaan pendidikan adalah dana yang diterima sekolah untuk membatu
penyelenggaraan kegiatan pembelajaran di sekolah termasuk pengadaan sarana
dan prasarana..

Jadi dapat disimpulkan bahwa kemitraan pembiayaan Pendidikan
merupakan kerjasama sekolah dengan keluarga dan masyarakat yang
berasaskan gotong royong, saling percaya, menyamaratakan kedudukan,
saling menghormati dan bersedia untuk berkorban dalam penyediaan fasilitas
pendidikan dan menunjang pembelajaran di sekolah dalam membangun
ekosistem sekolah sehingga dapat memunculkan karakter dan budaya

prestasi bagi peserta didik.

B- Kesejajaran Peran Orangtua, Sekolah dan Masyarakat dalam

Kemitraan Pembiayaan Pendidikan

Comer dan Haynes (1997) menjelaskan bahwa lingkungan turut
menentukan keberhasilan belajar seorang anak, yang dimaksud lingkungan
berupa orangtua, anggota keluarga lain, guru hingga masyarakat seitar.
Setiap kebutuhan peserta didik untuk menunjang tumbuh dan kembangnya
tidak sepenuhnya dapat diberikan sekolah oleh karena itu orangtua maupun
masyarakat perlu terlibat dalam perkembangan anak. Hal ini sangat mungkin
karena orangtua dapat berdiskusi dengan guru sejauh mana perkembangan

anaknya seiring dengan tuntutan yang semakin kompleks. Kerap Kali
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kegiatan kerjasama terabaikan karena alasan orangtua maupun guru tidak
memiliki kecukupan waktu untuk bertemu dan membangun hubungan yang

turut membantu kemajuan anaknya.***

Saat ini, kita telah terbiasa membagi peran dengan guru sehingga
muncul pandangan bahwa sekolah bertanggungjawab dalam penanganan
kemampuan akademik anaknya adapun keluarga perannya adalah mengurusi
moral dan perkembangan emosi anak. Pada kenyataannya pembelajaran emosi
maupun moral ditemui anak di ruangan kelas begitupula saat bermasyarakat,
anak mengambil pengajaran dari orang dewasa disekitarnya.

Orangtua seharusnya memahami permasalahannya sejak awal yaitu
kurang kuatnya hubungan orangtua dengan sekolah tempat anaknya menimba
ilmu. Kebanyakan dari mereka merasa segan untuk membangun hubungan
dengan sekolah apalagi bagi orangtua yang latar belakangnya sewaktu sekolah
dulu memiliki pengalaman yang kurang baik, dapat dikatakan trauma masa
lalu membentuk karakternya di masa kini sehingga enggan bagi orangtua
untuk membangun hubungan dengan sekolah. Selain itu, guru hadir hanya
untuk bekerja sehingga perhatiannya ke sekolah kurang tertuju. Oleh karena
itu jika tiga komponen ini belum bermitra, maka langkah awal diambil oleh
setiap komponen baik guru, masyarakat maupun keluarga adalah menghormati
dan saling mempercayai.**?

Kegiatan kerjasama oleh orangtua, guru, pebisnis maupun anggota
masyarakat yang berbentuk mitra akan memberikan peluang besar dalam
menciptakan program pendidikan yang sesuai kebutuhan lokal dan dikemas unik
dan menggambarkan keragaman di sekolah. Jadi suasana sekolah akan menjadi
lebih baik karena terdapat penghargaan dan memahami perbedaan maupun
kesamaan antar peserta didik. Sederhananya, partisipan yang sehat merupakan

jenis partisipasi yang dicita-citakan.

211 Aswandi Bahar, (1989), Dasar-dasar kependidikan, Jakarta:Depdikbud, him.75
212 Kemendikbud, (2016), Kemitraan Sekolah Dengan Keluarga dan Masyaraka,
Jakarta: Kemendikbud, him. 45
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Berbagai kerjasama dilakukan sekolah dengan beberapa pihak. Menurut
Keith & Girling (1991: 256-259), menjelaskan bentuk hubungan yang
terdapat disekolah ada 3 model yaitu advokasi, profesional, dan kemitraan.
Model advokasi terkesan pada menunjukan posisinya sebagai pemilik usaha
dan memiliki oposisi terkait kebijakan pendidikan secara umum dan sekolah
secara khusus. Model profesional mengandalkan pegawai sekolah yang
memilikimkeahlian agar hubungan dengan masyarakat dan orangtua dapat
terjalin searah. Model kemitraan merupakan pembagian tanggungjawab
antara sekolah, masyarakat dan keluarga sehingga dapat mencapai tujuan
pendidikan tertentu

Model kemitraan yang mengandalkan kepentingan pribadi orang tua
dan masyarakat menyebabkan tanpa melakukan pemilihan mereka dapat
mengikuti aktivitas yang ada kaitannya dengan sekolah. Kemitraan
menganggap setiap pihak memiliki kepentingan kepada sekolah yang dapat
dipergunakan untuk membantu sekolah sehingga dapat meningkatkan mutu
pendidikan, jaringannya begitu luas karena hampir mecakup seluruh elemen
baik peserta didik, guru, orangtua peserta didik, masyarakat, pengusaha
bahkan organisasi setempat. Kemitraan menitik beratkan keterlibatan dengan
landasan kepentingan pribadi sehinnga saat orangtua ikut terlibat dalam
mengambil keputusan hakikatnya adalah kepentingan orangtua untuk
mengambil keputusan yang mendukung pembelajaran anaknya.

Selain orangtua, yang termasuk mitra sekolah adalah masyarakat.
Kowalski (2004: 41) menyebutkan beberapa alasan sekolah yang dapat
dijadikan sebab untuk menjalin kemitraan dengan masyarakat, yaitu:

1. Wajib pajak telah ditunaikan masyarakat sebagai bentuk turut serta
dalam menyelenggarakan pendidikan

2. Bentuk komunikasi sekolah dan masyarakat sering terjadi satu arah yang
menyebabkan sekolah tidak memperoleh informasi dari masyarakat

3. Pendekatan yang tersistem akan lebih efektif jika dibandingkan
dengan pendekatan informal

4. Beragamnya masyarakat.
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Untuk itu, tidak lagi ada alasan menjadikan sekolah sebagai satu-satunya
penanggung jawab sosial anak dan pertumbuhan serta perkembangan anak.
Selain sekolah, ada dunia lain yang berkontribusi dalam hal itu sehingga harus
ada implikasi berupa sikap positif dari orangtua dan masyarakat dalam
bermitra dengan sekolah sehingga pengetahuan dan nilai peserta didik dapat
diselaraskan. Selain itu, bermitra dengan sekolah turut bagian dari dukungan

untuk menyelenggarakan pendidikan yang bermutu.?*®

C- Membangun Kemitraan Orangtua, Sekolah, dan Masyarakat dalam

Kemitraan Pembiayaan Pendidikan.

Penelitian yang dilakukan oleh Bauch dan Goldring menunjukan bahwa
terdapat implikasi dari kondisi lembaga yang kurang baik dengan nuansa
borokratis jika hendak mengundang partisipasi orangtua yang lebih banyak.
Cerminan dari nuansa ini adalah ukuran sekolah yang terus bertumbuh besar,
kepelikan kurikulum, ketidaksamarataan masing-masing peserta didik, hingga
konflik staf sekolah dengan pihak eksternal yang berdampak pada
akuntabilitas lembaga. Bauch dan Goldring menyarankan model
komunitarian agar dikembangkan, model ini mendahulukan aspek sosial
antara siswa, sekolah, dan orangtua yang didasari dengan kepercayaan, nilai,
harapan, organisasi kurikulum yang sederhana, kesamarataan peserta didik.**

Menurut Molloy, dkk untuk membangun kemitraan dengan orangtua
dapat melalui tahapan berikut:

1) Memulai kemitraan Sekolah. Untuk memulai kemitraan, sekolah
melakukan analisis terkait kebutuhan peserta didik, sekolah dan
orangtua. Persamaan kebutuhan dari ketiga pihak akan menjadi

permulaan yang baik untuk bermitra. Dalam tahapan ini, sekolah

213 Fatchurrohman, 2012, Kemitraan Pendidikan: Membangun Relasi Sinergis
antara Sekolah, Keluarga, dan Masyarakat, Salatiga, him. 131
214 Mifflen, F.J & Mifflen, S.C (1986), Sosiologi pendidikan, Bandung: Tarsito,
hlm.75
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2)

3)

melakukan pencarian informasi terkait kemitraan yang sebelumnya
pernah dilakukan sekolah dengan orangtua sehingga dapat dijadikan
acuan untuk kegiatan berikutnya. Informasi lainnya yang perlu
diketahui sekolah adalah potensi yang dimiliki orangtua saat dijadikan
mitra. Adapun potensi yang dimaksud berupa pekerjaan, pengalaman,
ekonomi, keahlian, hobi, minat dan lain sebagainya.

Membangun kemitraan Pola persuasive. Pola ini dapat dijadikan
sebagai pilihan utama agar orangtua merasa tertarik mengenai
kenakalan anak misalnya. Informasi yang disampaikan dikemas
dengan sangat baik sehingga dapat membangun kemitraan antara
orangtua dan sekolah sebelum mengacu pada kegiatan formal.
Keefektivan proses bermitra antara orangtua dan sekolah untuk
memperbaiki kemampuan sosial anak akan lebih bermakna jika
dihadirkan fasilitator yang telah ahli dan sifatnya netral, seperti
praktisi maupun pakar di pendidikan tinggi. Untuk memperluas
daerah jaringan kemitraan dapat dilakukan dengan pelibatan bagian-
bagian masyarakat seperti media lokal, pelayanan publik, maupun
perusahaan komersial. Tempat untuk menjalin kemitraan bukan hanya
di sekolah dapat juga dilokasi umum lainnya seperti kegiatan bazar,
rumah sakit, museum, pamerah daerah maupun lokasi lainnya.
Mengembangkan visi bersama. Orangtua maupun pihak sekolah
secara bersama membuat rancangan visi berkaitan pencegahan
kenakalan anak misalnya. Masing-masing pihak memikirkan tujuan
yang ingin dicapai dan cara yang dipakai untuk mencapai tujuan
tersebut. Pemikiran tersebut selanjutnya dituangkan dalam bentuk
pokok-pokok penting dengan memunculkan rasa tanggungjawab dalam
kegiatan, saat berlangsungnya maupun setelahnya. Keefektivan proses
bermitra antara orangtua dan sekolah untuk memperbaiki kemampuan

sosial anak akan lebih bermakna jika dihadirkan fasilitator yang telah
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4)

ahli dan sifatnya netral, seperti praktisi maupun pakar di pendidikan
tinggi. Jaringan kemitraan diperlukan sekolah karena dampaknya
sangat besar terutama dukungan yang diberikan mitra tersebut.
Termasuk hal yang patut diperhatikan adalah empat untuk menjalin
kemitraan bukan hanya di sekolah dapat juga dilokasi umum lainnya
seperti kegiatan bazar, rumah sakit, museum, pamerah daerah maupun
lokasi lainnya. Pihak-pihak yang terlibat dalam kemitraan sekolah adalah
mitra bisnis, pemuka agama, organisasi baik publik maupun jenis
organisasi lain, dan sumber lainnya. Secara bersama-sama, pihak sekolah
dan mitranya merancang visi yang ingin dicapai disertai dengan cara
mencapai visi tersebut. Melalui pengembangan misi diharapkan muncul
rasa tanggung jawab dalam kegiatan baik saat berlangsung maupun
setelah dilaksanakan.

Mengimplementasikan perencanaan ke dalam tindakan kolaboratif.
Semua pihak diharapkan dapat terlibat karena kegiatannya berbentuk
kerjasama. Contohnya adalah upaya memperkuat hubungan orangtua
dengan meingkatakan komunikasi, untuk mengimpelemtasikan hal
tersebut maka perlu interaksi antara orangtua dengan anak seperti
kegiatan perlombaan keluarga yang mengikut sertakan orangtua dalam
kegiatan prlombaan tersebut. Selian itu ada contoh brupa upaya untuk
membangun citra anak di lingkungan masyarakat. Dalam hal itu,
orangtua dapat mengajak anaknya ke panti asuhan dan memberikan
santunan kepada anak-anak panti. Tahapan ini melalui beberapa proses
seperti melaporkan, melaksanakan, mengawasi, dan mengevaluasi.
Pada kemitraan formal, pelaksanannya menyesuaikan dengan MoU
yang telah ditandatangani oleh setiap pihak yang bersangkutan.
Pelaporan digunakan untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan dari
aktivitas yang dilaksanakan. Muatan laporan adalah perkembangan,

informasi, analisa serta rekomendasi. Evaluasi dan monitoring
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dilakukan untuk menilai kinerja dan keefektivannya. Kegiatan
mengevaluasi dan memonitoring mencakup pemantauan berkala,
mengevaluasi program, dan memanfaatkan hasil pemantauan dan

evaluasi.

Grant menjelaskan bahwa kemitraan tidak boleh adanya pengabaian
terkait prinsip mandiri dan akuntabilitas. Untuk menumbuhkan kemandirian,
Grant menyarankan agar setiap pihak harus netral secara politik setelah
kelompok kemitraan dibentuk. Finansial yang mandiri turut ditekankan dalam
hal ini, meski terdapat bantuan dana dari pihak lain, setiap kelompok harus
memegang prinsip akuntabilitas dengan teguh. Di masa demokratis,
kelompok kemitraan akan berpihak kepada kaum yang lemah.

Untuk itu White dan Wehlage menjelaskan lebih baik mengawali
kemitraan dengan melihat strategi politik untuk mengajak pihak lain agar
berpihak pada kaum yang lemah ketimbang mengaawali kemitraan dengan
menuntut profesionalisme. Dengan prinsip diatas sumber daya akan lebih

terarah kepada kelompok yang kurang beruntung.?*

D- Tantangan dan Hambatan Kemitraan Pembiayaan Pendidikan Bagi

Orangtua, Sekolah dan Masyarakat

Berikut merupakan berbagai macam hambatan yang membuat sekolah

maupun guru enggan bermitra dengan orangtua:

1) Kebiasaan guru melakukan pekerjaan tanpa dibantu orangtua.

2) Kelelahan guru dalam mengajari peserta didik menjadikannya malas jika
disbukkan kembali dengan urusan bermitra.

3) Beberapa guru beranggapan bahwa kehadiran orantua merupakan
ancaman.

4) Tidak ada unsur bermitra dengan orangtua di jam kerja guru

215 Ritzer, G & Goodman, D.J .(2009), Teori sosiologi, Bantul: Kreasi Media, him.
135
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5)

Penyampaiannya isu pentingnya pendidikan oleh pemerintah sudah

mencukupi bagi guru.

6)

Kesadaran guru terkait cepatnya perubahan dan cara mengatasinya

adapun orangtua umumnya kurang sensitif terkait hal itu

7)

Kurang tanggapnya guru berkaitan kemampuan orangtua tentang

pekerjaannya bukan berarti ia memahami pendidikan.?*®

Adapun Beberapa faktor penghambat Kemitraan Pembiayaan Pendidikan

adalah sebagai berikut:

1)

2)

3)

4)
5)

Sumber daya sekolah yang lemah sehingga kurang mampu terutama
pada SDM dan anggaran dalam mendorong pengelolaan pendidikan
yang bermutu.

Kebijakan terkait strategi untuk membangun pendidikan yang
sifatnya “input oriented” cenderung terlalu diatur oleh pemerintah pusat
sehingga kurang diberdayakannya kemitraan sekolah yang menyebabkan
pembangunan mutu menjadi kurang inovatif

Pola manajemen yang digunakan sekolah kurang pembaruan sehingga
dianggap kurang efisien dan kurang efektif

Terhambatnya desentralisasi terkait pengelolaan sekolah

Kurang sesuainya gaya kepemimpinan dengan upaya pemanfaatan

kemitraan untuk meningkatkan mutu pendidikan.

Hambatan yang sifatnya sangat berat untuk dilewati terkhusus pada

masyarakat adalah perekonomian yang seharusnya memberikan dampak positif

disektor pendidikan dan status sosial Grant menjelaskan beberapa hambatan

yang menyebabkan kaum minoritas tidak ikut bermitra adalah:

1) Kurangnya pengetahuan masyarakat prosedur dan kebijakan program

kemasyarakatan terkait pengetahuan memiliki peranan penting dalam

216 Rahmat, Abdul. (2016), Manajemen Humas Sekolah. Jogjakarta: Media Akademi,

him. 93
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menciptakan partisipasi masyarakat yang sehat. Namun disebabkan
oleh rendahnya penghasilan masyarakat menyebabkan mereka tidak
mengetahuai informasi terkait esensial sebuah program. Untuk dapat
berpartisipasi, masyarakat perlu mengetahui informasi yang diberikan
termasuk kesempatan penuh agar dapat megambil bagian dalam
pembangunan dan pelaksanaan program. Berdasarkan hasil
pengamatan, banyak masyarakat tidak memperoleh informasi yang
dianggap relevan dalam menciptakan partisipan.

2) Kurangnya aspirasi kepala sekolah untuk menjadi wakil dari perspektif
masyarakat. Pimpinan sekolah semestinya dapat menjadi wakil
masyarakat, hambatan dapat muncul sebagai akibat dari sikap
pemimpin  sekolah  karena sifat-sifatnya yang  melakukan
diskriminasigender maupun lainnya. Terdapat pula masalah teknis
terkait jadwal pertemuan yang diumumkan secara terbatas sehingga
orangtua kurang dapat mengakses pertemuan terkhusus bagi orangtua
yang berlatar belakang perekonomiannya rendah. Hambatan lain juga
disebabkan oleh sifat acuh kepada selain pengurus sekolah. Oleh
karena itu, perlu dorongan untuk mansyarakat sehingga dapat secara
mandiri menawarkan dirinya dengan percaya diri kepada pihak
sekolah untuk bermitra.

3) Kurangnya sumber daya keuangan. Pewarnaan pertemuan orangtua
kerap kali dibatasi oleh pembiayaan yang kurang. Untuk kalangan
yang berpenghasilan rendah hadir dipertemuan sekolah bukanlah
prioritas akibat hambatan biaya transportasi. Untuk mengatasi
persoalan ini, sebaiknya kelompok bermitra memberikan fasilitas
transportasi dengan penggunaan kas mmandiri. Jikapun belum mampu,
maka alternatifnya adalah menggunakan media lain seperti surat
pemberitahuan. Sebagaimana dipahami bahwa orangtua dan
masyarakat yang berkepentingan kepada sekolah merupakan pembayar
pajak secara umum, sehingga sudah kewajiban sekolah untuk
memperlakukan mereka sedemikian rupa.*’

Berdasarkan hasil penelitian, agar orangtua dan masyarakat dapat
terlibat, berikut merupakan sajian solusinya:
1) Meminta orangtua untuk berpartisipasi meskipun untuk hal yang
sederhana seperti menyumbang tenaga.
2) Membuat jurnal resiprokal antara sekolah dan orangtua. Bentuk
jurnal bukan hanya tertulis melainkan dapat berbentuk gambar

217 gri Minarti, Manajemen Sekolah, (2017), Mengelola Lembaga Pendidikan
secara Mandiri, Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, him. 115
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3)

4)

sesuai dengan minat anak. Jurnal diisi dengan materi yang telah
dipelajari dengan berbagai tingkat penguasaan. Setiap akhir
pekan peseta didik membawa pulang jurnal dan menunjukannya
kepada orangtuany sehingga orangtua dapat menanggapi jurnla
tersebut. Melalui jurnal, diharapkan bagi orangtua yang tidak
memiliki waktu untuk ke sekolah mereka tetap dapat
berpartisipasi di kegiatan yang dilaksanakan sekolah.
Menyelenggarakan program pendampingan oleh orangtua.
Contoh, peran orangtua sebagai mentor di kelas 4. Setidaknya,
orangtua datang satu kali dalam satu pekan di jam bebas, selain
membantu akademisi, kegiatan pendampingan akan memberikan
saran kepada peserta didik untuk melakukan pengorganisasian
aktivitas akademik dan melakukan hubungn sosial.

Program yang melibatkan masyarakat. Bentuk inisiatif sekolah
adalah mengontak lembaga yang dianggap relevan dalam
menjalankan  kegiatan  sekolah.  Sekolah  harus dapat
memperkirakan jumlah keuntungan yang akan diperoleh lembaga

saat menjalin mitra dengan sekolah.

Penjelasan diatas disimpulkan bahwa tantangan dan hambatan dalam
bermitra bukan hanya bersumber dari pihak mitra namun akibat teknis dan
lingkungan. Kontribusi sekolah untuk memajukan masyarakat begitu luas
sehingga besar pula jaringan yang harus dibuat. Dapat dipahami bahwa

komunikasi termasuk aspek penting dalam menjalin kerjasama.?8

E- Kegiatan Kemitraan Pembiayaan Pendidikan Bagi Orangtua,

Sekolah dan Masyarakat

Kegiatan kemitraan umumnya berupa penyediaan sumber dana dan daya

28 Utari, Rahmania. (2010), Tantangan Kemitraan Orang Tua, Sekolah, dan
Masyarakat Jurnal Manajemen Pendidikan 6, him. 93-107.
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pendidikan, mendukung langsung di ruang kelas, dan mendampingi
pengerjaan tugas bersama guru. Anderson dalam parent involvement
menjelaskan partisipasi orangtua dengan contoh berikut:
1) Membantu mengelola sekolah dan turut serta dalam mengambil
keputusan
2) Melakukan penataan agar kesempatan perolehan pendidikan dapat
merata.
3) Implementasi kurikulum di kelas.

4) Membantu mengerjakan PR maupun tugas lain.

Interaksi dengan tatap muka dapat dilakukan dimana saja asal kedua
pihak merasa nyaman meskipun lokasinya di lingkungan kerja orangtua.
Kegiatan tatap muka harus dilakukan dengan pertimbangan sebagai bentuk
pengitegralan dengan kegiatan sekolah lainnya sehingga dilakukanlah
manajemen waktu denan memperhatikan jam kerja pegawai. Komunikasi
yang jalin termasuk hal yang harus disadari sebagai bentuk pola asuh
sehingga ada komitmen antaa orangtua dengan pihak mitra untuk bertemu
rutin pada waktu yang telah dijadwalkan.

Pada negara maju, bentuk kemitraan masyarat, orangtua dan sekolah
berbentuk formal. Kelompok kemitraan dihadirkan untuk menciptakan
komunikasi yang dapat mengeratkan masing-masing pihak. Pertemuannya
dilaksanakan satu kali dalam sebulan tepatnya hari Selasa pekan ke dua.
Mereka saling mengingatkan dan mengundang orangtua untuk berhadir di
acara yang diselenggarakan sekolah, contohnya kegiatan kemerdekaan dan
palang merah. Sekolah dan orangtua diingatkan untuk menjalin komunikasi
yang baik dengan tokoh masyarakat, wujud nyatanya berupa kepemilikan
mereka terhadap data diri penduduk yang bersangkutan.?*°

219 M Mustari, (2014), Manajemen Pendidikan, Jakarta: Rajagrafindo Persada, him.65
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F- Penutup

1)

2)

3)

kemitraan pembiayaan Pendidikan merupakan kerjasama sekolah
dengan keluarga dan masyarakat yang berasaskan gotong royong,
saling percaya, menyamaratakan kedudukan, saling menghormati dan
bersedia untuk berkorban dalam penyediaan fasilitas pendidikan dan
menunjang pembelajaran di sekolah dalam membangun ekosistem
sekolah yang menumbuhkan karakter dan budaya prestasi peserta
didik

Setiap kebutuhan peserta didik untuk menunjang tumbuh dan
kembangnya tidak sepenuhnya dapat diberikan sekolah oleh karena
itu orangtua maupun masyarakat perlu terlibat dalam perkembangan
anak. Hal ini sangat mungkin karena orangtua dapat berdiskusi
dengan guru sejaunh mana perkembangan anaknya seiring dengan
tuntutan yang semakin kompleks. Kerap kali kegiatan kerjasama
terabaikan karena alasan orangtua maupun guru tidak memiliki
kecukupan waktu untuk bertemu dan membangun hubungan yang
turut membantu kemajuan anaknya.

Menurut Molloy, dkk untuk membangun kemitraan dengan orangtua
dapat melalui tahapan berikut:

a. Memulai kemitraan Sekolah. Untuk memulai kemitraan,
sekolah melakukan analisis terkait kebutuhan peserta didik,
sekolah dan orangtua.

b. Membangun kemitraan Pola persuasive. Pola ini dapat
dijadikan sebagai pilihan utama agar orangtua merasa tertarik
mengenai kenakalan anak misalnya.

c. Mengembangkan visi bersama. Orangtua maupun pihak
sekolah secara bersama membuat rancangan visi berkaitan
pencegahan kenakalan anak misalnya.

d. Mengimplementasikan perencanaan ke dalam tindakan
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kolaboratif. Semua pihak diharapkan dapat terlibat karena
kegiatannya berbentuk kerjasama.

4) Hambatan yang sifatnya sangat berat untuk dilewati terkhusus pada
masyarakat adalah perekonomian yang seharusnya memberikan dampak
positif disektor pendidikan dan status sosial Grant menjelaskan beberapa
hambatan yang menyebabkan kaum minoritas tidak ikut bermitra
adalah:

a. Kurangnya pengetahuan masyarakat prosedur dan kebijakan
program kemasyarakatan terkait pengetahuan memiliki peranan
penting dalam menciptakan partisipasi masyarakat yang sehat.

b. Kurangnya aspirasi kepala sekolah untuk menjadi wakil dalam
menyampaikan  perspektif masyarakat. Kepala sekolah
semestinya dapat menjadi wakil masyarakat, hambatan muncul
sebagai akibat dari sikap pemimpin sekolah karena sifat-
sifatnya yang melakukan diskriminasigender maupun lainnya..

c. Kurangnya sumber daya keuangan. Pewarnaan pertemuan
orangtua kerap kali dibatasi oleh pembiayaan yang kurang.

5) Kegiatan kemitraan umumnya berupa penyediaan sumber dana dan
daya pendidikan, mendukung langsung di ruang kelas, dan
mendampingi pengerjaan tugas bersama guru. Anderson dalam
parent involvement menjelaskan partisipasi orangtua dengan contoh
berikut:

a. Membantu mengelola sekolah dan turut serta dalam
mengambil keputusan.

b. Melakukan penataan agar kesempatan perolehan pendidikan
dapat merata.

c. Implementasi kurikulum di kelas.

d. Membantu mengerjakan PR maupun tugas lain.
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SISTEM FINANSIAL PENDIDIKAN

Book chapter ini disusun oleh sejumlah akademisi dan praktisi sesuai
dengan kepakarannya masing -masing. Buku ini diharapkan dapat memberi
kontribusi positif dalam pengembangan ilmu pengetahuan khususnya terkait
dengan Book Chapter “Sistem Finansial Pendidikan”.
Buku ini terdiri dari 18 Bab yang dibahas secara rinci dalam
pembahasan, diantaranya:
Bab 1 Standar pembiayaan pendidikan
Bab 2 Sumber dana pendidikan
Bab 3 Alokasi pembiayaan pendidikan %
Bab 4 Model-model pembiayaan pendidikan
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Bab 5  RAPB Pendidikan g
Bab 6 Otonomi daerah dan pembiayaan pengaruhnya pada kinerja H
pendidikan =
Bab 7 Otoritas, dana dan akuntabilitas -[Z-'
Bab 8 Equity equality dan sistem pendanaan pendidikan >
Bab 9 Compulsory education dan sistem pembiayaan %
Bab 10 Pendidikan sebagai human investasi IJE
Bab 11  Pembiayaan dan efisiensi pendidikan U
Bab 12 Pembiayaan pendidikan dan landasan hukum perundangan I-IZ-I
Bab 13  Pertanggung jawab keuangan pendidikan Q
Bab 14 Pembiayaan pendidikan dan sistem perpajakan Q
Bab 15 Pembiayaan pendidikan dan peningkatan mutu - g
Bab 16  Unit cost satuan pembiayaan pendidikan
% Bab 17 Kemitraan pembiayaan pendidikan
Bab 18  Fund-raising  (pengumpulan dana) untuk

pemberdayaan pendidikan.
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